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ABSTRAK

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat yang berwenang
membuat akta dari pada perjanjian-perjanjian yang bermaksud memindahkan hak
atas tanah, namun_banyak. terjadi pelanggaran yang dilakukan PPAT terhadap
menjalankan perannya. yang tidak sesuai aturan contohnya. dalam penerbitan
Sertifikat Hak Milik (SHM) terdapat banyak PPAT di wilayah Riau.salah satunya
PPAT yang berada di daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Sehubungan dengan hal.ini ‘penulis mengadakan penelitian dengan rumusan
masalah yang terkait bagaimana sanksi hukum terhadap Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT) yang salah dalam menjalani profesi sebagai PPAT di Kabupaten
Indragiri Hilir dan juga Bagaimana pertanggung jawaban Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT) dalam proses balik nama di Kabupaten Indragiri Hilir.

Metode penelitian yang digunakan adalah sosiologis atau empiris yang
dilakukan dengan cara survel, yaitu penulis turun langsung ke lapangan dengan
melakukan wawancara secara langsung disalah satu PPAT Kabupaten Indragiri
Hilir. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu memberikan
gambaran dan.menguraikan masalah yang diteliti yaitu mengenai bagaimana
tnggung jawab PPAT terkait proses balik nama. terhadap penerbitan sertifikat hak
milik (SHM).

Hasil penelitian ini ‘menunjukan bahwa (PPAT) Yang Salah dalam
Menjalani Profesi- Sebagai PPAT ,Di Kabupaten Indragini Hilir diancam jika
pemakaian tersebut dapat menimbulkan‘kerugian, karena pemalsuan surat, dengan
pidana penjara paling lama enam tahun”, dan Pertanggungjawaban (PPAT) dalam
Proses Balik Nama Di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu Pertanggungjawaban PPAT
secara perdata dan juga Penjatuhan sanksi pidana, Penjatuhan sanksi pidana dapat
dilakukan sepanjang  batasan-batasan yang ditentukan Perundang-Undangan
terkait PPAT, PJPPAT; Kode etik PPAT, dan rumusan yang tersebut dalam Kitab
Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dilanggar.

Kata kunci : Pertanggung Jawaban, Akta Tanah , Sertifikat Hak Milik



ABSTRACT

Land Deed Making Officials (PPAT) are officials who are authorized to
make deeds rather than agreements that intend to transfer land rights, but there
are many violations committed by PPAT to carrying.eut.their roles that are not in
accordance with_the rules, for.example in the.issuance of Ownership Certificates
(SHM) there-are many PPAT in the Riau region, one of which.is PPAT in the
Indragiri'Hilir Regency.

In connection with this the author conducted research with the formulation
of the problem relatedsto."how the legal sanctionsragainst Land Deed Maker
Officials (PPAT) who ‘are wrong in carrying out the profession as PPAT in
Indragiri Hilir Regency and also How is the responsibility of Land Deed Maker
Officials (PPAT) in the praocess of transfer of names in Indragiri Hilir Regency.

The research method used is sociological or empirical which is carried out
by means of @ survey, in which the authors go directly to the field by conducting
direct interviews at one of the PPATSs in Indragiri Hilir Regency. While the nature
of this research is descriptive, that is, it provides an overview and describes the
problem under-study, namely how the PPAT's responsibilities-are related to the
transfer of names to the issuance of certificates of property rights (SHM).

The results of this study indicate that those who are wrong in carrying out
their profession as PPATs in, Indragiri Hilir Regency are threatened if their use
can cause losses, due to forgery-of/letters, ‘with- a maximum.imprisonment of six
years, and Liability (PPAT) in the Transfer of Names Process in Indragiri Hilir
Regency is PPAT Liability in a civil manner as well as the imposition of criminal
sanctions. The imposition of criminal sanctions can be carried out as long as the
limits are determined by the legislation related to PPAT, PJPPAT; The PPAT
code of ethics, and the formulation contained in the.Criminal Code (KUHP) were
violated.

Keywords: Liability, Land Deed, Certificate of Ownership



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang Maha

kita dari zaman jahiliah men N engan ifm pengetahuan
seperti saa
Penulisa S 1 ah satu syarat

memperoleh gelz ana n pada Jurus ] a Fakultas Hukum

Universitas i telah disusun
dengan Jud : a Tanah (PPAT)
Dalam Pros 5 ak Milik (SHM)
Di Wilayah el

Penulis telaht 2rima pagai pihak dalam

1. Bapak Prof. H Syafrinaldi S.H.,M.C.L selaku Rektor Universitas Islam
Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis guna
menuntut ilmu di Universitas Islam Riau Khususnya di Fakultas
Hukum

2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Islam Riau yang telah menerima penulis sebagai



N ueeyesndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nery we[sy sej

mahasiswanya untuk dapat mengikuti berbagai program pendidikan
yang ada

3. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.L.S selaku Kepala Bagian

Q@.

Riau terkhusus te

dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
Kesempurnaan yang sesungguhnya adalah milik Allah
Subhanahuwata’ala. Maka dari itu masih banyak ditemukan kesalahan dan
kekurangan, penulis merasa bersyukur atas segala saran dan kritik yang bersifat

membangun demi kebaikan di masa mendatang.



nery wejsy sejsIAm ueeyeisndiog

DI disay yepepe fur udwnyo(

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi
pembaca serta penulis pribadi. Semoga apa yang penulis dan para pembaca

perbuat selalu mendapat Ridho Allah SWT, Amin.

< Vet h,

¢
TTAS ISLRepylts:
| »

V=

¢

ket .0

,
o
5
e
”
(
¢




nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

DAFTAR ISI

A. Tinjauan Umum Tentang PPAT ...
1. Sejarah Lahirnya Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

2. Tugas Pokok Dan Kewenangan Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT) oo
3. Pertanggungjawaban PPAT ...

4. Jenis-Jenis Pembagian Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT) oo
B. Tinjauan Umum Tentang Majelis Pengawas Pembina

Vi

© O =

10
21
25

30
30
30



nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

dan Pengawas Daerah PPAT ... 51
1. Pengertian Majelis Pengawas Pembina ............c.cccceeneee. 51
2. Pengertian Pengawas Daerah PPAT ........ccccoocvvvievviiieinnns 54
3. Bentuk Pembinaan dan Pengawasan yang

BAB 111 i a : SATTASANS ... 78

vii



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

BAB |

PENDAHULUAN

%

A
%)
<)
2
:
<Y}

ng memiliki
dahulu tanah

ehari-hari dan

Q & ‘ 5 bangunan sekarang ini,

dan pada kehidupan ¢ m ﬁu@& dewasa ini telah membuat tanah

menjadi komoditas dan faktor produksi yang dicari oleh manusia.

Manusia selalu berusaha untuk memiliki dan menguasai tanah, karena
tanah penting bagi kehidupannya. Penguasaan tanah diupayakan
semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk dapat
meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Upaya untuk mendapatkan tanah

tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan jual
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beli. dengan cara jual beli, pemilikan tanah beralih dari satu pihak kepada

pihak lain. Dengan adanya kebutuhan akan tanah, sehingga Negara kesatuan

Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945,

jelas mengenai luas tanah, letak dan batas-batas tanah.*

Peran PPAT dalam pendaftaran tanah merupakan membantu Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam kegiatan pemeliharaan data
pendaftaran tanah berupa pembuatan akta pemindahan hak atas tanah atau

hak milik atas suatu rumah susun kecuali lelang, pembuatan akta pembagian

! .Urip Santoso, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kencana, Jakakarta, 2016, him. 61.
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hak bersama, dan pembuatan akta pemberian hak tanggungan atas tanah.’
Dalam pengelolahan bidang pertanahan di Indonesia, terutama dalam

kegiatan pendaftaran tanah, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT),

Tanah diangkat olen Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertahanan Nasional Republik Indonesia. Seseorang yang diangkat menjadi
Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak semata-mata untuk kepentingan yang
bersangkutan, melainkan juga untuk kepentingan Pemerintah, yaitu Pejabat

Pembuat akta tanah diberi tugas untuk membantu Kepala Kantor Pertahanan

> Umar Said Sugiharto, Suratman dan Noorhuda Muchlis, Hukum Pengadaan Tanah, Setara
Press, Malang, 2015, him. 234.
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Kabupaten/Kota dalam pendaftaran tanah.
Tugas pokok Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah

melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta

atan akta PPAT
punyai tugas, juga

mempunyai ’Q mbuat Akta Tanah adalah
membuat akta. Akta'y ‘ sjabi alah akta mengenai perbuatan

hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah
susun yang terletak didalam daerah kerjanya. Perbuatan hukum tertentu
yang dibuktikan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah, yaitu :

Jual beli

Tukar menukar

Hibah

Pemasukan kedalam perusahaan (inbreng)
Pembagian hak bersama

Pemberian hak tanggungan

oakrwdE
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7. Pembeian hak guna bangunan/hak pakai atas tanah hak milik
8. Pemberian kuasa membebankan hak tanggungan.
Akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah mempunyai dua

fungsi, yaitu :

seseorang atau

adanya suatu

kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja dalam setiap
tindakannya.

Perolehan hak atas tanah tersebut menurut ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 terjadi akibat peralihan hak dan

pemindahan hak, sehingga mengakibatkan hak atas tanah tersebut beralih

*  Urip Santoso, op cit., him. 125-127.
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atau berpindah kepada orang lain yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan.*

Sertifikat hak milik merupakan surat tanda bukti hak atas tanah bagi

SN ANNINAES

<A
7

(SHM) seb

Dalam Pasal °

N )
-
s
4
&
>
QO
3
QD
©
D
3
g

PPAT bertanggung ) prit atas pelaksanaan tugas dan
jabatannya dalam setiap pembuatan akta.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 55 tersebut, maka tanggung jawab
yang dibebankan kepada PPAT semakin besar karena PPAT dapat

dimintakan pertanggungjawabannya secara pribadi atas pelaksanaan tugas

* Mhd Yamin Lubis dan Abd Rahim Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah, Mandar Maju, Bandung,
2008, him. 274,
> .S Chandra, Sertifikat Kepemilikan Hak Tanah, Grasindo, Jakarta, 2005, him. 22.



dan jabatannya dalam setiap pembuatan akta, tetapi di dalam Peraturan
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tersebut tidak
menjelaskan secara terperinci tentang apa yang dimaksud dengan data
formil seperti yang tercantum dalam.ketentuan Pasal 54 ayat (2), dan
ketentuan Pasal 55 juga tidak menjelaskan tentang apa yang dimaksud
dengan tanggung jawab Pejabat-Pembuat Akta Tanah secara pribadi atas
pelaksanaan tugas dan jabatannya dalam setiap pembuatan akta.

Apabila ketentuan Pasal 54 ayat (2) dan Pasal 55 Peraturan Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tersebut dihubungkan
dengan pelaksanaan tugas dan jabatan PPAT dalam pembuatan akta, maka
akan timbul pertanyaan, apakah merupakan suatu hal yang patut dan adil,
secara hukum PPAT merupakan media untuk menciptakan suatu alat bukit
yang mempunyai kekuatan sebagar bukti otentik bagi-perbuatan-perbuatan
hukum yang dilakukan oleh para pthak dan sebagai media PPAT menerima
jasa honorarium bukan harga transaksinya dan akta PPAT yang merupakan
akta party (akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu)
sesuai dengan ketentudn Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(Burgerlijk Wetboek) harus dilimpahkan pertangeungjawaban hukumnya
kepada PPAT.

Dalam pelaksanaan jabatannya selaku PPAT, seorang PPAT harus
senantiasa berpegang teguh pada etika profesi, selalu mengingal semua
sumpah profesi jabatannya, mentaati ketentuan-ketentuan hukum yang

berlaku, harus mengetahui batas kewenangannya dan dapat memilih apa
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yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan serta dapat
mempertanggungjawabkan semua tindakannya atas pelaksanaan jabatannya

selaku PPAT dalam pembuatan akta) Dengan demikian, dalam

kantor PPAT
ntumkan yang
Pujiono, Irma

otaris/Pejabat

arena Adanya

JAWABAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM
PROSES BALIK NAMA TERHADAP PENERBITAN SERTIFIKAT
HAK MILIK (SHM) DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN

INDRAGIRI HILIR”.
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat

dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

Pembuat Akta Tanah

i, PPAT di

2. Manfaat pene

a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran (sebagai informasi ilmiah)
dalam kaitanya dengan pertanggungjawaban sanksi hukum terhadap
oknum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang salah dalam

menjalani profesi sebagai PPAT.
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b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memberi
masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak yang terkait dengan

masalah yang diteliti.

Netty Hermawaty binti R. nny Karnawati binti R.E . Iradat;

Akibat Hukum Terhadap Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh
Notaris/PPAT Akibat hukum terhadap pemalsuan akta otentik yang
dilakukan oleh notaris yaitu Pada dasarnya terjadi suatu perkara dimana
pejabat umum telah mencari-cari keuntungan serta menyalahgunakan

kewenangan yang telah diatur dalam peraturan Undang-Undang Jabatan

10
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Notaris dan seorang Kklien/penghadap lainnya merasa dirugikan atas
terbuatnya suatu akta yang mengandung keterangan palsu oleh notaris.

Maka mengenai pembatalan akta adalah menjadi kewenangan hakim

s
Pertanggungjawab . . ﬁ»"ﬁ_." kesalahan (asas culpabilitas),
yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan
yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan
asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep
berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan,

namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya

pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability) dan

11
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pertanggungjawaban yang ketat (strict liability). Masalah kesesatan (error)
baik kesesatan mengenai keadaannya (error facti) maupun kesesatan

mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku

egritas moral,
kehidupanya.

an memberikan

e
e
=)
=

va

=)
e
>

(oo

sarjana tentang a

standart yang disepakati tentang pekerjaan/tugas bagaimanakah yang
dikatakan profesi itu. Sebagai pegangan, Suhrawadi mengemukakan

pendapat J. Spillane SJ dalam buku “Nilai-Nilai Etis dan Kekuasaan

Arfian Nanda Yogi Pratama, Pujiono, Irma Cahyaningtyas. ‘“Pertanggungjawaban
Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Dalam Pembatalan Sertifikat Karena Adanya Unsur
Pemalsuan” Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. Volume 12 Nomor 1 (2019)

7. Abdul Ghopur Anshori, Lembaga Kenotariat Indonesia, Prespektif Hukum Dan Etika, Ul
Press, Yogyakarta, 2009, him. 29.
g, Supriadi, Etika Tanggung Jawab Profesi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta 2006, him. 29.

12
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Utopis”, bahwa yang dimaksud dengan profesi adalah jabatan

seseorang yang tidak bersifat komersial, mekanis, pertaniaan dan

sebagainya. Menurut Kamus Besar Undonesia yang dimaksud dengan

Diabadikan untuk kepentingan orang lain (masyarakat)

c. Keberhasilannya bukan didasarkan pada keuntungan finansial

d. Keberhahasilannya menentukan antara lain sebagai ketentuan
yang merupakan kode etik, serta bertanggung jawab dalam
memajukan dan penyebaran profesi yang bersangkutan

e. Ditentukan oleh standar kualifikasi profesi.

13



iy disay yejepe il udwnyo(]

nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

Menurut Abdulkadir Muhammad pekerjaan dapat dibagi menjadi
tiga jenis yaitu :

a. Pekerjaan dalam arti umum, yaitu pekerjaan apa saja yang

bersifat sementara

et b

bidang tertentu

an intelektual,

Republik Indonesia yang diberi kewenangan untuk membuat akta
perubahan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas
satuan rumah susun. PPAT dapat dapat diangkat oleh Kepala Badan
Pertahanan  Nasional Republik Indonesia setelah memenuhi

persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang undangan yang

% Lubis Sahrawardi K, Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 1994,
hlm. 57-59.

14
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berlaku. Perbuatan hukum tertntu yang dibuktikan dengan akta
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah jual beli, tukar menukar,

hibah, pemasukan dalam modal perusahaan (inbreng), pembagian hak

Pertahanan Nasional Republik Indonesia setelah memenuhi
persyaratan tertntu yang ditetapkan oleh peraturan perundang
undangan untuk menduduki jabatan tertentu dan diberikan kewenagan

memberikan pelayanan umum kepada masyarakat yang melakukan

1% santoso, loc cit.

1 Budi Harsono, PPAT Sejarah Dan Tugas Kewenangannya, Majalah Renvoi, Jakarta, 2007,
him. 11.

12 Sri Winarsi, Pengaturan Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sebagai Pejabat Umum,
Majalah Yuridika, Surabaya, 2002, him. 186.

15
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perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas

satuan rumah susun.

Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pejabat umum bukanlah

f. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa
Keuangan;

g. Mentri dan jabatan yang setingkat Mentri;

h. Kepala Perwakilan Republik Indonesia diluar negri yang

berkedudukan sebagai Duta Besar dan Berkuasa Penuh;

16
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i.  Gubernur dan Wakil Gubernur;
j.  Bupati/Walikota, dan Wakil Bupati/Wakil Walikota;

k. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.

i

PPATS) adalah

batannya untuk

<
r
)
’
’ . hak atas tanah
4
’ ,
A
Al
g
o

at akta PPAT di

s b

Pejabat Pembuat Akta Tanah Khusus (PPAT Khusus) adalah
pejabat Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia yang
ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT
dengan membuat PPAT tertentu Kkhusus dalam rangka

pelaksanaan program atau tugas pemerintahan tertentu. PPAT

17
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Khusus hanya berwenang membuat akta mengenai perbuatan

hukum yang disebut secara khusus dalam penunjukannya.®

3. Pengertian Kepemilikan SHM

dapat menjadi induk bagi hak atas tanah yang lain, tidak brinduk pada
hak atas tanah dapat di punyai oleh persorangan warga Negara
Indonesia dan badan-badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah.
Dalam menggunakan Hak Milik atas tanah harus memerhatikan fungsi

sosial atas tanah, yaitu dalam menggunakan tanah tidak boleh

3 Ibid, him. 62-64.

18



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

menimbulkan kerugian bagi orang lain, penggunaan tanah harus

disesuaikan dengan keadaan dan sifat haknya, adanya keseimbangan

antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum, dan tanah

yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, bukti identitas para ahli
waris, sertifikat tanah yang bersangkutan. Maksud pendaftaran

peralihan Hak Milik atas tanah ini adalah untuk dicatat dalam

1 Urip Santoso, Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah, Kencana, Jakarta, 2010, him. 90-
91.

1 Kartini Mujadi & Gunawan Widjaja, SERI HUKUM HARTA KEKAYAAN: HAK-HAK ATAS
TANAH, Jakarta, 2008, hal.137

19
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Buku Tanah dan dilakukan perubahan nama pemegang hak dari

pemilik tanah kepada para ahli warisnya.

Prosedur pendaftaran peralihan hak karena beralihnya Hak Milik

Prosedur pemindahan Hak Milik Atas Tanah karena jual beli,
tukar-menukar, hibah, penyertaan (pemasukan) dalam modal
perusahaan, diatur dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 40 PP No.
24 Tahun 1997 jo. Pasal 97 sampai dengan Pasal 106 Permen
Agraria / Kepala BPN No 3 Tahun 1997. Prosedur pemindahan

Hak karena lelang diatur dalam pasal 41 PP No.24 Tahun 1997 jo

20
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Pasal 107 sampai dengan Pasal 110 Permen Agraria / Kepala
BPN No 3 Tahun 1997.

Subjek dari Hak Milik berdasarkan aturan UUPA dan peraturan

(Bank Negara), Koprasi Pertanian, Badan Keagamaan, dan Badan

Sosial.

E. Konsep Operasional
Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat bermakna, sesuai
dengan apa yang diharapkan penulis memberikan beberapa batasan

penelitian yang berkenaan dengan arti maksud judul penelitian tersebut.

21
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Pertanggung Jawaban hukum secara umum diartikan sebagali
kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berfikir menurut cara tertentu

tidak menyimpang dari peraturan yang ada. Sedangakan purbacaraka

mber atau lahir atas

anggung jawaban,
kekuasaan.

/, diakses pada

Republik Indonesia setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh
peraturan perundang undangan yang berlaku.®

Balik Nama Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah suatu proses
peralihan nama dari pihak pertama dan pihak kedua, yang berkaitan

dengan kepemilikan sertifikat hak milik atas suatu tanah, ketika ingin

!¢ santoso, loc cit.

22
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melakukan balik nama atas Sertifikat Hak Milik (SHM) maka harus

mengetahui beberapa syarat yaitu :

1) Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau

tentang perubahan nama instansi atau untuk badan hukum dibuktikan
dengan akta notaris yang memuat perubahan nama dengan pengesahan
dari pejabat yang berwenang.

Atau untuk melegalkan perubahan yuridis, tentu dibutuhkan data dan

tahapan prosedur. Terdapat 2 jalur yang dapat Anda pilih untuk pencatatan

23
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perubahan data yuridis, yaitu mengurus sendiri ke Kantor Pertanahan atau

meminta bantuan PPAT.

1) Minta Bantuan PPAT; maka Anda harus menyerahkan berkas

artinya Hak Milik atas tanah dapat berlangsung terus selama pemliknya
masih hidup dan pemiliknya menggal dunia, makah Hak Miliknya
meningga dunia, maka Hak Miliknya dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya

sepanjang memnuhi syarat sebagai subjek Hak Miliknya.*’

7 Ibid., him. 90.

24



Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebuah kabupaten yang terletak di

Provinsi Riau, Indonesia.

F. Metode Penelitie
.\ nenulis harap A\l T atkan data yan
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akukan di Kabupaten Indragiri Hilir,
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dikarenakan banyak masyarakat diwilayah hukum tersebut masih
belum memiliki Sertifikat Hak Millik (SHM).

3. Populasi dan Sampel

' Masri Singarimbun Dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survai, PT Pustaka LP3ES

Indonesia, 2005, him. 3.
%" D. Mutiara Hatia Putri, Keputusan Dalam Meningkatkan Produktifitas Kerja Pegawaui Negeri
Sipil, Institut limu Pemerintahan Departemen Dalam Negeri, Jakarta, 2000, him. 36.

25
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Populasi ialah sekelompok objek yang ingin ditelaah
berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sensus ialah teori yang dapat dilakukan jikalau jumlah popilasinya

Kabupaten Indragiri Hilir.
Keadaan responden di atas untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada

tabel berikut.

o Syafrinaldi, Buku Panduan Penulisan S 15 CMKkripsi Fakultas Hukum, UIR Press, Pekanbaru,
2013, him.16
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Tabel I.1
Responden dari Populasi

Responden

Jumlah

RS M e T
-y - v

1 orang

5 orang

6 orang

12 orang

jenis, yaitu data primer dan data sekunder, yang terdiri dari :

a. Data primer adalah data utama yang diperoleh oleh penulis

melalui responden dengan menggunakan data wawancara

langsung kepada responden.

27
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b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai

literatur tentang pendapat para ahli hukum dan teori-teori

yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam
penelitian.
Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode
induktif. Yaitu metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang

umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam

28
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bagian-bagiannya yang khusus. Dalam hal khusus adalah hal-hal

yang penulis jumpai di lapangan atau hasil dari wawancara

sedangkan hal umum adalah pendapat para ahli, peraturan

29
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BAB 11
TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum.Tentang PPAT

mempunyai
pan berbangsa
negara, untuk

nnya di negara

1961 tentang Pendaftara menggunakan istilah “Pejabat”,
sedangkan penyebutan secara lengkap istilah “Pejabat Pembuat Akta
Tanah” ditemukan pada Pasal 1 PMA No. 11 Tahun 1961 tentang Bentuk

Akta.

*! Habib Adjie, Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia, Mondar Maju, Jakarta, 2010, him. 89-

90.
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Kedudukan PPAT sebagai pejabat umum dipertegas keberadaannya
dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, selanjutnya
dalam perkembangan pendaftaran tanah di Indonesia, kedudukan PPAT
sebagai pejabat umum-dikukuhkan_dalam Pasal 1 butir 1 PP Nomor 37
Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Sebagai pejabat umum-PRAT “berwenang membuat akta-akta mengenai
tanah, harus memiliki kemampuan dan kecakapan khusus di bidang
pertanahan agar akta yang dibuatnya tidak menimbulkan masalah
dikemudian hari, mengingat akta yang dibuatnya adalah akta otentik yang
dapat digunakan sebagai alat bukti, dan mempunyai kekuatan mutlak
mengenai hal-hal atau peristiwa yang disebut dalam akta. %

PPAT sebagai jabatan yang memang sejak semula dimaksudkan untuk
membuat akta mengenai perbuatan hukum dengan objek hak atas tanah
dan hak jaminan atas tanah sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan
hukum tersebut. Eksistensi PPAT harus memiliki landasan hukum yang
kuat dan jelas sehingga akta yang dilahirkan dari pelaksanaan jabatan
tersebut, tidak dipermasalahkan, di"kemudian hari dan tidak menimbulkan
kerugian kepada masyarakat yang berhubungan dengan jabatan tersebut.

Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dikenal sejak
berlakunya Peratusan Pemerintah No 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran
Tanah sebagai peraturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 19 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

22 Ibid, him. 105-106
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Agraria (dikenal dengan UUPA), walaupun tidak disebutkan secara
eksplisit dengan nama PPAT, tetapi hanya disebut sebagai Pejabat/ Namun

jika melihat cakupan kewenangan dari Pejabat yang ditentukan dalam

B
»

aktanya me
tanah seba

tentang Pe

SN AENARAL S

S
Py

dengan lingk

meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus
dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan di hadapan Pejabat
yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan
Pemerintah ini disebut sebagai Pejabat). Akta tersebut bentuknya

ditetapkan oleh Menteri Agraria”.
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b. Pasal 38: "Pejabat yang dimaksud dalam Pasal 19 wajib
menyelenggarakan suatu daftar dari akta-akta yang dibuatnya, menurut

bentuk yang ditetapkan oleh Menteri Agraria serta wajib pula

i pjukan Pejabat yang
SNt “
eﬁ t kemudian
bl

Menteri Agraria.

Dalam peraturan perundang-undangan tersebut diatas, belum disebut secara
eksplisit bahwa Pejabat yang dimaksudkan disebut dengan nama PPAT.
Penyebutan secara eksplisit pertama kali ditemukan dalam Surat Edaran Menteri

Pertanian dan Agraria No 10 Tahun 1961: “.apabila untuk suatu kecamatan belum
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ditunjuk seorang pejabat khusus, maka Asisten Wedana "ambsthalve" menjadi
Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Dalam Peraturan Menteri Agraria No. 10 Tahun 1961 sebagai peraturan
pelaksanaan PP_.No. 10 Tahun_1961 tersebut diatur secara detail tentang
pelaksanaan pembuatan akta di hadapan “pejabat”. Setiap pembuatan akta di
hadapan “pejabat”, harus menggunakan:formulir-formulir yang tercetak atau
formulir yang diketik™ dnegan ukuran Kkertas tertentu dan harus mendapat
persetujuan Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah dan formulir-formulir tecetak
hanya dapat dibeli di kantor-kantor pos. Pengaturan demikian dilatarbelakangi
oleh pertimbangan bahwa pada waktu itu sebagian besar PPAT dijabat oleh
Camat yang karena jabatannya (ex officio) menjalankan sementara Jabatan PPAT,
agar dapat memudahkan pelaksanaan jabatannya termasuk petunjuk pengisian
formulir atau blangko akta tersebut.

Peraturan tersebut ternyata masih dipertahankan sampai saat ini berdasarkan
Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun
1967 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997. Menurut peraturan ini disebutkan bahwa akta-akta Pejabat Pembuat Akta
Tanah harus dibuat dengan menggunakan blangko akta Pejabat Pembuat Akta
Tanah yang disediakan oleh Badan Pertanahan Nasional yang telah dicetak lebih
dahulu. Artinya PPAT tidak boleh membuat bentuk akta sendiri karena harus
menggunakan blangko yang sudah disediakan oleh Badan PertanahanNasional.

Fungsi blangko akta PPAT secara tegas dinyatakan sebagai syarat untuk

dapat digunakan sebagai dasar pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah
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sebagaimana ditentukan dalam Pasal 96 ayat (1-3) Peraturan Menteri Agraria/
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997. Sehingga syarat ini
harus disesuaikan dengan maksud pelaksanaan tugas Jabatan PPAT tersebut. Pasal
dalam UUPA yang terkait dengan keberadaan Jabatan PPAT tersebut dapat
ditemukan di Pasal 26 ayat (1) UUPA dan Pasal UUPA. Pasal 26 ayat (1) UUPA
menyatakan bahwa jual-beli, tukar-menukar .dan perbuatan-perbuatan lain yang
dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan
Peraturan Pemerintah. Demikian halnya Pasal 19 UUPA yang menginstruksikan
kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah
Republik Indonesia yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun
1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang kemudiandiganti dengan PP No. 24 Tahun
1997.

UUPA memang tidak /menyebut secara tegas tentang Jabatan PPAT, namun
penyebutan tentang adanya Pejabat yang akan bertindak untuk membuat akta
terhadap perbuatan hukum tertentu mengenai tanah, dinyatakan dalam Pasal 19
PP No 10 Tahun™ 1961, sebagai peraturan pelaksanaan UUPA. Dengan
menggunakan metode interpretasi ‘sistematis, serangkaian ketentuan yang
berkaitan satu sama lain tersebut sudah cukup untuk memberikan pemahaman,
bahwa keberadaan Jabatan PPAT bersumber pada UUPA, sehingga memiliki
landasan hukum yang kuat. Metode interpretasi sistematis adalah penafsiran yang
menghubungkan antara pasal yang satu dengan pasal yang lainnya dalam suatu
peraturan perundang-undangan atau dengan peraturan perundang-undangan yang

lain, serta membaca penjelasannya sehingga dapat dipahami maksudnya.
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Kemudian dalam perkembangannya, kedudukan PPAT sebagai pejabat umum

lebih dipertegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang terbit

kemudian, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a.

Undang-Undang No. 16. Tahun 1985«tentang Rumah Susun, memuat
ketentuan tentang keberadaan PPAT, sebagaimana diatur dalam PAsal 10
ayat (2) yang menyatakan pemindahan hak sebagaimanan ditentukan dalam
ayat (1) dilakukan dengan akta PPAT yang didaftarkan pada Kantor Agraria
Kabupaten dan Kotamadya yang bersangkutan menurut Peraturan
Pemerintah sebagaimana dimaksud alam Pasal Undang-undang Nomor 5
Tahun 1960. Penjelasan ayat (1) tersebut menyatakan: “Sebagai bukti bahwa
telah dilakukan pemindahan hak diperlukan adanya akta Pejabat Pembuat
AKta Tanah, sedang untuk peralihan hak karena pewarisan tidak diperlukan
akta Pejabat Pembuat ,Akta Tanah. Pendaftaran peraliran hak dalam
pewarian cukup didasarkan pada surat keterangan kematian pewaris atau
surat wasiat atau surat keterangan waris yang bersangkutan, sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Di dalam UU Rumah Susun yang baru, yaitu UU
Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah.Susun tidak ditemukan penyebutan
PPAT dalam pasal-pasalnya. Penyebutan PPAT ada di pasal penjelasannya
saja. Pasal 44 ayat (1) menyebutkan bahwa proses jual-beli yang dilakukan
sesudah pembangunan rumah susun selesai, dilakukan melalui akta jual-beli
(AJB). Di dalam penjelasan pasal itu disebutkan bahwa AJB dibuat

dihadapan "notaris PPAT" untuk SHM Sarusun, dan "notaris" untuk SKBG
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(sertifikat kepemilikan bangunan gedung) Sarusun sebagai bukti peralihan

hak.

. Undang-Undang No.21 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-

atas Tanah, juga menyebutkan PPAT sebagai pejabat umum. Pasal 1 angka

5 menyebutkan bahwa PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan

untuk membuat akta-akta tanah.

. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang

Pandaftaran Tanah sebagai pengganti PP No. 10 Tahun 1961, juga

menyebut PPAT sebagai pejabat umum, sebagaimana ditentukan dalam
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Pasal 1 angka 24: "Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT
adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta
tanah tertentu”.

Kemudian .

M ¢

=]
=4
hak 2
v
)
i

;\Q\

dengan sendirinya

pejabat umum dalam UU tersebut tidak dijelaskan. Istilah pejabat umum
diterjemahkan dari istilah "openbare Ambtenaren" yang terdapat dalam Pasal
1 Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (reglement op het Notaris-ambt in
Indonesie) S.1860-3 sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran

Negara Tahun 1945 No. 101 dan pasal 1868 BW.
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Oleh karena itu, akta PPAT wajib dibuat sesuai dengan peraturan ke-
PPAT-an, sehingga dapat dijadikan dasar kuat untuk pendaftaran

pemindahan hak dan pembebanan hak yang bersangkutan, agar

) terhadap para pihak

“‘%‘1“ .Pa’ imana diatur

\‘\5\3

A B
=
c
<
z
=
=

angan saat ini, masih banyak
masyarakat yang masih tidak dapatmembedakan tugas dan fungsi jabatan
Notaris dan jabatan PPAT.PPAT adalah pejabat umum yang diberi
kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum
tertentu mengenai hak atas tanah atau hak atas satuan rumah

susun.Pengangkatan dan Pemberhentian PPAT dilakukan oleh Menteri

Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
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(BPN).Pembinaan dan Pengawasan terhadap jabatan PPAT dilakukan oleh

Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BPN.%

Organisasi tempat bernaung para PPAT adalah Ikatan Pejabat

atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.**
Kewenangan adalah fungsi untuk menjalankan kegiatan dalam

organisasi, sebagai hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau

23.Irwansyah Lubis, Anhar Syahnel, M.Zuhdi Lubis, Profesi Notaris dan PPAT (panduan praktis
dan mudah taat hukum), Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018, him.124-125
** Ibid, him. 167-168.
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tidak melakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai.”® Pengorganisasian
merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan

tujuan organisasi, sumber daya-sumber daya yang dimilikinya dan

tidak memihak

.i-‘g‘\ﬁ\f\

EhN
<

a jabatan PPAT

kewenangan dari
Pemerintah  melalui Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional (BPN) untuk membuat akta pemindahan hak
dan pembebanan Hak Tanggungan atas tanah yang merupakan alat

bukti yang autentik.

%> Hatta Isnanini, Memahami Pelaksanaan Tugas Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT),
Phoenix, Jakarta Pusat, 2017, him.70-71
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2) Mempunyai tugas sebagai recording of deed conveyance (perekaman
dari perbuatan-perbuatan) sehingga wajib mengkonstair kehendak

para pihak yang telah mencapai suatu kesepakatan di antara mereka.

ak atas tanah,

ping itu PPAT

dan diterbitkan
inahan  Nasional

“buku tanah” dan

diterbitkan, menurut bentuk yang telah ditentukan dalam peraturan
yang berlaku.
d) Wajib menjalankan petunjuk-petunjuk yang telah diberikan oleh

Badan Pertanahan Nasional dan pejabat yang mengawasinya.

%6 |bid, him. 93-94
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e) Dalam setiap bulannya wajib menyampaikan “laporan bulanan” yang

dibuat selama satu bulan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan

Nasional Kabupaten/Kota.?’

at a Tanah adalah

I=4

buat akta-akta

hak milik atas

uat Akta Tanah

arena jabatannya

ALRANNNg

1) Pejabat pemerintah
2) Tugasnya, Cakupan wilayah tugasnya
c) Pejabat Pembuat Akta Tanah Khusus Pejabat Pembuat Akta Tanah

adalah pejabat Badan Pertanahan Nasional ( BPN) yang ditunjuk

2 Samsaimun, Peraturan Jabatan PPAT Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Di Indonesia, Pustaka
Reka Cipta, Bandung, 2021, hal.130-131
%8 |bid, him. 177-178
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karena jabatannya untuk melaksanakan tugas Pejabat Pembuat Akta
Tanah dengan membuat akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

tertentu khusus dalam rangka jangka pelaksanaan program atau tugas

. o anah Khusus hanya
m\“ w 'M )

(

bl

Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan
Hak Pakai Atas Tanah, bahwa “Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya
disebut PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat
akta-akta tanah”. selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 24 Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa “Pejabat
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Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum yang
diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu”. %

Pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang kemudian diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah- Nomor 37 Tahun 11998 bahwa,yang dimaksud dengan ‘Pejabat
Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum yang
diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan
hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah
susun”. Keberadaan Jabatan PPAT dapat ditemukan di pasal 26 ayat (1) UUPA
dan Pasal 26-ayat (1) UUPA menyatakan bahwa jual beli, tukar menukar, dan
perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik
serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Demikian ~halnya Pasal 19 UUPA yang menginstruksikan kepada
pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah
Republik Indonesia yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintan Nomor 10
Tahun 1961 tentang Pendaftaran' Tamah, yang kemudian diganti dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. UUPA memang tidak menyebut
secara tegas tentang Jabatan PPAT, namun penyebutan tentang adanya pejabat
yang akan bertindak untuk membuat akta terhadap perbuatan hukum tertentu
mengenai tanah, dinyatakan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10

tahun 1961, sebagai peraturan pelaksanaan UUPA. Dari semua Peraturan

%% salim HS, Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Rajawali Pers,
Bandung, 2016, hal.68-69
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Perundang-undangan di atas menunjukkan bahwa kedudukan Pejabat Pembuat

Akta Tanah (PPAT) adalah sebagai pejabat umum. Namun dalam peraturan

perundang-undangan tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) bertugas pokok melaksanakan
sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah
dilakukannnya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak
Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran
perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum.

Perbuatan hukum yang dimaksud diatas adalah jual-beli, tukar-menukar, hibah,
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pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng), pembagian hak bersama,
pemberian hak guna bangunan/hak pakai atas tanah hak milik, pemberian hak
tanggungan, dan pemberian kuasa membebankan hak tanggungan.*®

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, seorang PPAT mempunyai
kewenangan membuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum tentang
Hak Atas Tanah dan Hak Milik ‘Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di
dalam 'daerah kerjanya:®* Kewajiban PPAT, Sélain tugas pokok ialah
menyelenggarakan suatu daftar dari akta-akta yang dibuatnya dan menyimpan
asli dari akta-akta yang dibuatnya. untuk menjaga dan mencegah agar PPAT
dalam menjalankan jabatannya tersebut tidak menimbulkan akibat yang
memberi kesan bahwa pejabat telah mengganggu keseimbangan kepentingan
para pihak. Ketentuan ini dibuat agar PPAT dapat menjalankan tugas sebaik-
baiknya demi melayani, _kepentingan umum _agar 'melaksanakan rasa
kemandirian dan tidak memihak.

Diberhentikan oleh Menteri merupakan suatu penyelesaian dari ada
seseorang diangkat sebagal PPAT, tetapi kemudian.diangkat sebagai Notaris di
kota lain, sehingga menurut ketentuan ‘ini.yang bersangkutan berhenti sebagai
PPAT, sungguhpun kalau masih ada lowongan di kota yang bersangkutan
diangkat sebagai Notaris, dapat saja diangkat kembali sebagai PPAT di tempat
yang bersangkutan sebagai Notaris. Hal ini sebagai suatu solusi seseorang yang

diangkat sebagai PPAT dan kemudian sebagai Notaris di kota lain tetap

*% Habib Adjie, Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT, PT.Citra Aditya Bakti, Jakarta,
2010, hal.96-97.
*! Ibid, him. 124-125.
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memegang kedua jabatan tersebut dan tetap melakukan tugas-tugas PPAT dan
Notarisnya dan usahanya untuk diangkat sebagai PPAT ditempat yang
bersangkutan sebagai Notaris tidak dapat dikabulkan oleh Kepala BPN hanya
disuruh berhenti saja sebagai.PPAT atau dia diangkat saja sebagai Notaris di
tempat ditunjuk sebagai PPAT.

PPAT wajib mengangkat{sumpah jabatan PPAT di hadapan Kepala
Pertanahan Kabupaten/Kotamadya di daerah kerja PPAT yang bersangkutan,
sebelum menjalankan jabatannya. PPAT yang daerah kerjanya disesuaikan
karena pemecahan wilayah Kabupaten/Kotamadya, tidak perlu mengangkat
sumpah jabatan PPAT untuk melaksanakan tugasnya di daerah kerjanya yang
baru. Untuk keperluan pengangkatan sumpah, PPAT wajib lapor kepada
Kepala Kantor Pertanahan mengenai pengangkatannya sebagai PPAT, apabila
laporan tersebut tidak dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung
sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan pengangkatan tersebut batal demi
hukum. Sebagai bukti telah dilaksanakannya pelantikan dan pengangkatan
sumpah jabatan, dibuatkan suatu Berita Acara Pelantikan dan Berita Acara
Sumpah Jabatan yang disaksikan paling kurang dua orang saksi. Setelah PPAT
mengangkat sumpah wajib menandatangani surat pernyataan kesanggupan
pelaksanaan jabatan PPAT sesuai dengan keputusan pengangkatannya.

Prinsip Kehati-hatian PPAT Akta PPAT merupakan alat untuk
membuktikan telah dilakukannya suatu perbuatan hukum. Oleh karena itu
apabila perbuatan hukum itu batal atau dibatalkan, maka akta PPAT yang

bersangkutan tidak berfungsi lagi sebagai bukti perbuatan hukum tersebut.
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Pejabat Pembuat Akta Tanah harus bekerjasama dengan pihak bank untuk
mengeluarkan suatu akta PPAT yang diperlukan dalam pembuatan Akta
Pemberian Hak Tanggungan yang dilakukan pihak bank dengan debiturnya.
Pada umumnya bank datang.ke PPAT untuk meminta bantuan bagaimanakah
pengurusan tanah serta dibuatkan akta sesual kewenangannya didasarkan
undang-undang serta sesuai, kewenangannya. agar tidak merugikan berbagai
pihak, terkait dengan tanah yang dibebani hak tanggungan. Mereka percaya
atas jabatan PPAT sebagai antisipasi masalah di kemudian hari.

Posisi_seperti ini sering kurang dipahami oleh PPAT sehingga kurang
memperhatikan kehati-hatian yang hasilnya adalah terdapat masalah dengan
objek akta, subjek akta, serta mengancam reputasi dari PPAT itu sendiri.
Secara umum prinsip kehati-hatian dapat diartikan sebagai dasar tentang
kebenaran yang menjadisdandasan berpikir dan, bertindak-dengan penuh sikap
hati-hati. Prinsip kehatihatian dalam lingkup global dikenal dengan Prudential
Principle atau Precautionary Principle. Prinsip Kkehati-hatian merupakan
pengembangan dari prinsip prudence.

Black’s Law Dictionary. mendefinisikan tentang “prudence” sebagai
berikut: “Ketelitian, pencegahan, perhatian dan penilaian obyektif seperti yang
terkandung dalam aksi atau kepedulian. Tingkat kepedulian tersebut
membutuhkan urgensi atau suatu keadaan yang membutuhkan banyak
pelatihan. Kondisi ini dalam bahasa hukum diasosiasikan dengan kepedulian
dan ketekunan yang berlawanan kecerobohan.” Pada dunia modern Inggris,

prudence adalah sesuatu perasaaan berhati-hati dan penuh perhitungan pada
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kepentingan diri sendiri. Hal tersebut dikemukakan oleh Alasdair Mcintyre,
yang menyatakan: Kebajikan yang diyatakan dalam tindakan sedemikan rupa
sehingga kesetiaan dari kebajikan itu terhadap yang lainnya, dijadikan contoh
bagi tindakan« seorang “lainnya. Pengertian ‘mengenai prudence juga
dikemukakan oleh Adam Smith dalam Teori Keutamaan Moral, yang
memberikan pengertian tentang ‘prudence , scbagai “sikap pandang sangat
berhati— hati, sangat waspada dan penuh perhatian terhadap konsekuensi yang
paling jauh, dari setiap tindakan, tidak dapat menjadi suatu hal yang
menyenangkan atau dapat disetujui demi kepentingan sendiri, tetapi atas
tanggung jawab tentang kecenderungan untuk memperoleh kebaikan yang
paling besar'dan untuk menghindari kejahatan yang paling besar”. Dari teori
prudence yang dikemukakan oleh Adam Smith tersebut dapat dilihat bahwa
prudence merupakan keadaan batin yang waspada, jeli dan sangat hati-hati,
selalu penuh perhatian terhadap konsekuensi-konsekuensi yang paling jauh dari
setiap tindakan, untuk memperoleh kebaikan yang paling besar dan untuk
menghindari kejahatan yang paling besar.

Keutamaan ini menyangkut kewajiban untuk mempertahankan hidup
pribadi maupun akibat yang timbul kepada orang lain. dalam prinsip prudence
menurut Adam Smith tersebut, orang memiliki keutamaan ini selalu berhati-
hati dan waspada terhadap dirinya, kepentingan dan hidupnya, tidak hanya
memperhatikan kepentingannya untuk masa kini, melainkan juga waspada
terhadap kehidupannya di masa yang akan datang, pada saat melakukan

sesuatu hal maka seseorang memperhatikan konsekuensi jangka panjang yang
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dapat terjadi dari tindakannya sekarang. demi kepentingannya tersebut maka
seseorang juga peduli terhadap kepentingan orang lain. prinsip kehati-hatian

suatu tindakan akan diambil jika terdapat suatu bukti yang memadai, sehingga

Yang mana posisi Se ua Majelis Pembina dan Pengawas
dipegang oleh unsur pemerintah, dan wakil ketua dipegang oleh unsur
IPPAT,

Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh
Menteri terhadap PPAT secara efektif dan efisien untuk mencapai kualitas
PPAT yang lebih baik. Adapun pengawasan adalah kegiatan yang bersifat

preventif dan represif oleh Menteri yang bertujuan untuk menjaga agar
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para PPAT dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.®?

Adanya amanat dari Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 2016 untuk

(selanjutnya
dangkan pada

) Tahun 2018

@ . meliputi PPAT, PPAT

Sementara, PPAT Pe

Secara keseluruhan untuk pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT
dilakukan oleh Menteri, namun dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan di daerah dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN dan

Kepala Kantor Pertanahan. Pembinaan terhadap PPAT yang dilaksanakan

32 Urip Santoso, PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH Perspektif Regulasi,Wewenang, dan Sifat
Akta Edisi Pertama, Jakarta, 2016, hal.82-83
* Ibid, him. 90-91
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oleh Menteri dapat berupa penentuan kebijakan mengenai pelaksanaan

tugas jabatan PPAT, pemberian arahan pada semua pihak yang

berkepentingan terkait dengan kebijakan di bidang ke-PPAT-an,

elah ditetapkan

sesuai dengan

sesuai kode etik Selain pembinaan sebagaimana dimaksud di
atas, kepala kantor pertanahan atau petugas yang ditunjuk
melakukan pemeriksaan atas akta yang dibuat oleh PPAT pada

saat pendaftaran pemindahan hak dan pembebanan hak.

* Habib Adjie, Merajut Pembinaan Dalam Dunia Notaris dan PPAT, Citra Aditya, Jakarta, 2014,
hal.23
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Pengawasan terhadap pelaksanaan PPAT ini dilakukan secara internal,
dari instansi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan

Nasional. Yakni seperti memeriksa minut/akta, mengawasi kinerja PPAT,

bijakan yang
sesuai dengan

diseminasi

dan penegakan aturan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang PPAT.*®

Kantor Wilayah BPN Sumatera Utara melakukan Pengawasan
terhadap PPAT vyang terdiri atas 2 jenis yakni pengawasan terhadap

pelaksanaan jabatan PPAT dan pengawasan terhadap penegakan aturan

* Ibid, him. 87-88
*® Habib Adjie, Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2009, hal 47
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hukumnya. Didalam pengawasan bidang penegakan aturan hukum PPAT,
hal ini berkaitan dengan etiknya seorang PPAT, sejauh ini telah dilakukan

pemeriksaan dan terdapat salah satu seorang PPAT yang terkena kasus

an penyampaian

dukung Akta, protokol atau

penyimpanan bundel asli akta
8) Pelaksanaan jabatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri
Pengawasan atas pelaksanaan jabatan dilakukan dengan
pemeriksaan ke kantor PPAT atau cara pengawasan lainnya,
yang dilakukan oleh Kepala kantor wilayah BPN, dilaksanakan

secara berkala, dan Kepala kantor pertanahan, dilaksanakan
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paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Kepala kantor

wilayah BPN dan/atau kepala kantor pertanahan dapat

menugaskan pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan

1) Kepala kantor pertanahan menyampaikan kepada kepala kantor
wilayah BPN

2) Kepala kantor wilayah BPN menyampaikan pelaporan di

wilayahnya dan pelaporan dari kantor pertanahan kepada

direktur jenderal, paling lambat pada minggu kedua awal bulan

% B.F Sihombing, Sistem Hukum PPAT Dalam Hukum Tanah Indonesia, Prenanda Media,
Jakararta, 2010, Hal.55
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3) Direktur jenderal meneruskan laporan kepala kantor pertanahan

dan kepala kantor wilayah BPN kepada Menteri Pengawasan

berupa penegakan aturan hukum sesuai dengan ketentuan

yang terdiri atas 3 (tiga) unsur yakni pemerintah, organisasi Notaris, dan
Akademisi dengan susunan masing-masing unsur memasukkan 3 (tiga)
orang perwakilan.

kewenangan dari organ pengawas PPAT. Pada tingkat daerah,
kewenangan berupa pemberian rekomendasi sanksi untuk teguran tertulis

maka akan diproses surat teguran oleh Kepala Kantor Pertanahan,
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kemudian untuk sanksi pemberhentian sementara, pemberhentian dengan
hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat adalah akan ditindak
lanjuti oleh Menteri berdasarkan usulan dalam tingkatan berjenjang,
dengan menetapkan Surat_keputusan.pemberhentian.dengan hormat atau
Surat keputusan pemberhentian dengan tidak hormat. Sedangkan untuk
organ pengawas Notaris tingkat daerah kewenangan sebatas pemeriksaan
pemberian sanksi teguran lisan dan tertulis merupakan kewenangan
Majelis Pengawas Wilayah dan sanksi pemberhentian sementara, banding
atas sanksi dan penolakan cuti, merupakan kewenangan Majelis Pengawas
Pusat serta untuk pemberhentian secara hormat dan tidak hormat
merupakan kewenangan menteri atas usulan Majelis Pengawas Pusat.®
PPAT diberikan kewenangan yang bersifat atribusi oleh peraturan
pemerintan Nomor 24,tahun 1997 untuk menerbitkan sertifikat. Pada pasal
1 butir L PP No. 37 tahun 1998 dinyatakan bahwa PPAT adalah pejabat
umum. Ketentuan ini sudah tercantum dalam PP pendahulunya yakni
Nomor 10 tahun 1961 yang menguraikan bahwa sebagai pejabat umum.
Namun pula didalam-definisi tersebut terdapat ketentuan yang menjelaskan
bahwa selain sebagai pejabat umum juga bertugas untuk membantu kepala
kantor pertanahan dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan
tanah. Dalam hal ini kedudukan antara PPAT dengan pejabat pemerintah
sudah seharusnya setara dengan sifat perbantuan berupa koordinasi.

Melihat pada perkembangan penentuan arah Kkebijakan pertanahan.

*% |bid, him. 98-99
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Pemerintah mulai melibatkan PPAT yang dalam hal ini diwakili oleh

Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah salah satunya dengan mengeluarkan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan

Pembina Dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Saat ini Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mem bentuk
Majelis Pembina dan Pe ngawas Daerah (MPPD), berda sarkan Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

nomor 2 ta hun 2018, yang bertujuan menja dikan Pejabat Pembuat Akta
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Tanah Badan Pertanahan Nasional lebih profesional dan berintegri tas,
yang artinya Akta-akta yang dibuatnya mempunyai kepastian hukum dan

pelayanan yang baik berdasarkan kode etik lkatan Pejabat Pembuat Akta

Pentingnya peranan PPAT dalam melayani masyarakat khususnya

dalam hal peralihan dan pembenahan hak atas tanah dan hak milik atas

satuan rumah susun membuat diperlukan adanya suatu lembaga yang

*¥ Hatta Isnaini Wahyu Utomo, Memahami Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah,
Penandamedia Group, Bandung, 2012, hal 47-47

“° |bid, him. 62
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berfungsi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jabatan
PPAT agar pelaksanaan jabatan PPAT selalu berjalan dalam koridor

ketentuan peraturan perundang-undangan. Disamping itu, perlunya

tinda ﬂ;‘ kegiatan yang

ditindaklanjuti oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya ditulis Permen

*' Samsaimun, Peraturan Jabatan PPAT, Reka Cipta, Jakatra Selatan, 2008, hal 38
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ATR/Ka. BPN No. 2 Tahun 2018), yang diundangkan pada 20 Maret

2018. ¥

Lahirnya Permen ATR/Ka.BPN No. 2 Tahun 2018 dimaksudkan

dalam melakukan Pembinaan, Pengawasan dan sampai memberikan
sanksi kepada PPAT apabila terbukti bersalah dalam menjalankan
jabatan PPAT maka keputusan Majelis Pembina dan Pengawas PPAT

mempunyai keputusan yang kuat dan sah serta mengikat.

*2 |bid, hlm. 75

*% Salim HS, Peraturan Jabatan & Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Rajagrafindo
Persada, Jakarta, 2014, Hal.76
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Sebagai bagian pelaksanaan memberi kemudahan investasi yang
sedang dijalankan Pemerintahan Jokowi-JK baik yang sudah diatur

dalam Peraturan Menteri No. 14 Tahun 2018 tentang Iljin Lokasi

yang menjadi
ian Kementrian
enerus melakukan

PPAT tidak

harapan pemerintah membuat iklim investasi yang kondusif dan
mempunyai daya saing terhadap negara-negara lain, menarik dan
memberikan kemudahan investasi tidak sia-sia.

Secara keseluruhan untuk pembinaan dan pengawasan terhadap
PPAT dilakukan oleh Menteri, namun dalam pelaksanaan pembinaan dan

pengawasan di daerah dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN dan
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Kepala Kantor Pertanahan. Pembinaan terhadap PPAT yang
dilaksanakan oleh Menteri dapat berupa penentuan kebijakan mengenai

pelaksanaan tugas jabatan PPAT, pemberian arahan pada semua pihak

: erkai o oy inbidang ke-PPAT-an,
““MQM\“ .Q@‘

n pelayanan

perundang-

4) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi PPAT sesuai
kode etik Selain pembinaan sebagaimana dimaksud di atas, kepala
kantor pertanahan atau petugas yang ditunjuk melakukan
pemeriksaan atas akta yang dibuat oleh PPAT pada saat

pendaftaran pemindahan hak dan pembebanan hak.

* Hatta Isnaini Wahyu Utomo, Memahami Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah,
Prenanda, Bandung, 2016m Hal.87
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Majelis Pembina dan Pengawas Daerah mengatakan ‘“Pengawasan
terhadap pelaksanaan PPAT ini dilakukan secara internal, dari instansi

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. Yakni

pengawasan terhadap PPAT. Mengenai ruang lingkup pengawasan

terhadap PPAT meliputi Pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan PPAT,
dan penegakan aturan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang PPAT. Kantor Wilayah BPN Sumatera

Utara melakukan Pengawasan terhadap PPAT yang terdiri atas 2 jenis

** Ibid, hlm. 124-125.
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yakni pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan PPAT dan pengawasan
terhadap penegakan aturan hukumnya. didalam pengawasan bidang

penegakan aturan hukum PPAT, hal ini berkaitan dengan etiknya seorang

ke dalam

PPAT-nya sesuai

wavd

k pengawasan

\

asan terhadap:

g. Penjilidan Akta, warkah pendukung Akta, protokol atau
penyimpanan bundel asli akta

h. Pelaksanaan jabatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri
Pengawasan atas pelaksanaan jabatan dilakukan dengan pemeriksaan
ke kantor PPAT atau cara pengawasan lainnya, yang dilakukan oleh

Kepala kantor wilayah BPN, dilaksanakan secara berkala, dan
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Kepala kantor pertanahan, dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali

dalam 1 (satu) tahun.

Pejabat Pembuat Akta Tanah Diwilayah Hukum Kabupaten Indragiri

Menteri Pelaporan dilakukan berjenjang, dengan ketentuan:

1) Kepala kantor pertanahan menyampaikan kepada kepala kantor
wilayah BPN

2) Kepala kantor wilayah BPN menyampaikan pelaporan di

wilayahnya dan pelaporan dari kantor pertanahan kepada direktur

jenderal, paling lambat pada minggu kedua awal bulan
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3) Direktur jenderal meneruskan laporan kepala kantor pertanahan
dan kepala kantor wilayah BPN kepada Menteri Pengawasan

berupa penegakan aturan hukum sesuai dengan ketentuan

secara tertulis kepada

kementerian atau melalui website pengaduan, aplikasi lapor
atau sarana pengaduan lainnya yang disediakan oleh

Kementerian. %’

*® Solahudin Pugung, Perihal Tanah Dan Hukum Jual Belinya Serta Tanggung Jawab PPAT, Persada
Group, Surabaya, 2003, Hal.43-44

7 Ibid, hlm. 55
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Dalam hal pengaduan dari masyarakat diterima oleh Kementerian,
Kantor Wilayah BPN, Kantor Pertanahan, Majelis Pembina dan Pengawas

PPAT atau IPPAT maka pengaduan diteruskan kepada Majelis Pembina

gawasan yang
meminimalisir
uk tercapainya

) berlaku demi

QQ arahan kepada semua
pemangku kepenting ‘ : tan gan jabatan PPAT, melakukan
pembinaan dan pengawasan atas organisasi profesi PPAT agar tetap
berjalan sesuai dengan arah dan tujuannya, menjalankan tindakan-tindakan
lain yang dianggap perlu untuk memastikan pelayanan PPAT tetap

berjalan sebagaimana mestinya, dan melakukan pembinaan dan

*® Khairulnas, Leny Agustan, Panduan Notaris/PPAT Dalam Menghadapi Permasalahan Tanah,
Sinar Grafika, Surabaya, 2007, Hal.28
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pengawasan terhadap PPAT dan PPAT sementara dalam rangka
menjalankan kode etik profesi PPAT. #

Sementara itu, bentuk pembinaan dan pengawasan oleh Kepala Badan

Tanah (“PP Pendaftaran Tana 4 ayat (1) PP Pendaftaran Tanah:
Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan

sertifikat hak atas tanah.>°

Pasal 3 huruf a PP Pendaftaran Tanah: Pendaftaran tanah bertujuan:

* Ibid, him. 52-53
0 Adrian Sutedi, Sertifikat Hak Atas Tanah, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 57
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Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada
pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain

yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai

31 ayat [1) ndaftaran Te an dalam Pasal 32
PP Pendaftaran Ta tifikat . ﬂ;‘ an surat tanda

bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik

g .'Q ala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia, be ‘ ada jenis dan luas tanah yang diajukan
permintaan hak atas tanah (Pasa — Pasal 13 Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 2 Tahun 2013 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan

Pendaftaran Tanah (“Peraturan Kepala BPN No. 2/2013”)). Sedangkan

mengenai siapa yang akan menandatangani buku tanah dan sertifikat hak atas

> 1bid, hlm. 65-66.
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tanah untuk pertama kali adalah Kepala Kantor Pertanahan dalam hal

pendaftaran tanah secara sporadik (Pasal 18 Peraturan Kepala BPN No.

2/2013).

berarti bahwa hak milik atas tanah telah memberi wewenang yang luas kepada
pemegang hak dalam hal menggunakan tanahnya, Subyek Hak Milik
Berdasarkan Pasal 21 UUPA yang menjadi subyek hak milik adalah sebagai
berikut® :

1. Hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik

>2 Ahmad M, Ramli, Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Indonesia, P.T Alumni,
Bandung, 2013, hal.76
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2. Oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat

mempunyai hak milik

3. Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh

perorangan, yaitu sebagai warga negara Indonesia tunggal. Oleh karena itu, hak
milik pada dasarnya diperuntukkan khusus bagi warga negara Indonesia saja
yang berkewarganegaraan tunggal. berdasarkan ketentuan pada ayat (2) dengan
pertimbangan tertentu, hak milik dapat dipunyai oleh badan hukum
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun

1963, yaitu sebagai berikut :
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a. Bank-bank yang didirikan oleh Negara (selanjutnya disebut bank
negara)

b. Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan

1958 (Lembaran

Menteri

ertanian/Agraria,
n badan-badan
tuk kelancaran
yang menurut

milik, dengan

atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari batas
maksimum sebagai ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor
56 Tahun 1960 Tentang Pengadaan Tanah.

3) Badan-badan keagamaan dan sosial dapat mempunyai hak

milik atas tanah yang dipergunakan untuk keperluan-keperluan
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yang langsung berhubungan dengan usaha keagamaan dan

sosial.

Terjadinya Hak Milik Berdasarkan Pasal 22 UUPA terjadinya hak milik
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gan kepada para

Bupati/Walikotamadyz a k Pertanahan)  dan

izin membuka tanah. >

Akan tetapi dengan surat tertanggal 22 Mei 1984 Nomor 593/570/SJ

diinstruksikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada para Camat untuk tidak

>3 Nia Kurniati, Hukum Agraria Sengketa Pertanahan Penyelesesaian Melalui Arbitrase Dalam
Teori dan Praktik, PT.Refika Aditama, Bandung, hal.64-65
** Ibid, him. 91-92
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menggunakan kewenangan tersebut, penetapan pemerintah dituangkan dalam
Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah, yang diatur sebagai berikut:
a) PMA/KBPN No.3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Dan
Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara
b)) PMA/KBPN No0.9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan
Pembatalan Hak Atas, Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.

Hak milik atas tanah yang terjadi karena ketentuan Undang-undang artinya
Undang-undang yang menetapkan hak milik tersebut. contohnya hak milik atas
tanah yang berasal dari konversi tanah bekas milik adat. tanah milik adat pada
hakekatnya merupakan tanah hak, akan tetapi menurut hukum tanah nasional
yang berlaku di Indonesia pada tanggal 24 September 1960 tanah milik adat
dapat menjadi hak milik jika telah dikonversikan.

Konversi adalah penyesuaian suatu tanah hak menurut hukum yang lama
menjadi sesuatu hak atas tanah menurut hukum yang baru, penyesuaian hak ini
juga terjadi pada hak-hak atas tanah yang tunduk pada hukum Barat (eigendom,
Erfpacht, dan opstal). Adapun konversi hak-hak Barat tersebut dapat menjadi
hak milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai berdasarkan
ketentuan-ketentuan konversi UUPA.

Peralihan Hak Milik Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) UUPA menentukan
bahwa hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. kata beralih
mempunyai arti bahwa hak milik dapat beralih kepada pihak lain karena
adanya peristiwva hukum. apabila terjadi peristiwa hukum yaitu dengan

meninggalnya pemegang hak maka hak milik beralih dari pemegang hak ke
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ahli warisnya, sehingga ahli waris wajib melakukan pendaftaran peralihan hak

karena pewarisan tanah. Adapun kata dialihkan mempunyai arti bahwa hak

milik dapat dialihkan karena adanya perbuatan hukum, misalnya jual-beli,
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BAB IlI
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sanksi Hukum Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yang

materiil yang
u pihak dalam

asli.>®

yang turut serta melakukan perbuatan”. %

Segala urusan mengenai tanah yang dilakukan di luar daerah kerja PPAT
dan tanpa dihadiri oleh saksi-saksi, akibat hukumnya adalah PPAT dapat

diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya (Pasal 28 ayat (2) Peraturan

> Salim HS, Peraturan Jabatan & Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Rajagrafindo
Persada, Jakarta, 2010, Hal.58
*® Ibid, him. 60
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Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan
Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah: PPAT diberhentikan dengan tidak
hormat dari jabatannya oleh Kepala Badan, karena:

1) -melakukan pelanggaran berat terhadap larangan atau kewajiban sebagai
PPAT; (4) Pelanggaran erat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a, antara lain: c. Melakukan pembuatan akta di luar daerah kerjanya
kecuali yang dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (3))

2) Akta terdegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi akta di bawah
tangan karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-
undang dan atau peraturan-peraturan lain.

Dalam hal ini, PPAT atau PPAT Sementara dapat dikenakan pidana
karena turut serta melakukan perbuatan, yakni, dalam hal-pembantuan, PPAT
atau PPAT Sementara dijatuhi maksimum pidana pokok terhadap kejahatan,
dikurangi sepertiga, misal kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana
seumur hidup, dijatuhi pidana penjara paling lama lima belas tahun. Seseorang
yang dikatakan turut serta melakukan perbuatan apabila seseorang tersebut
mempunyai kesengajaan dan pengetahuan yang disyaratkan.  PPAT atau
PPAT Sementara juga dapat dikenakan Pasal 263 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP), yakni :

Kepala Kantor Pertanahan Indragiri Hilir mengatakan “Barangsiapa
membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu

hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti
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daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain

memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika

pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat,

(PPAT) atau Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPAT Sementara)
disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran atau kelalaiannya. tuntutan
ganti rugi oleh pihak yang dirugikan secara perdata, tidak tertutup
kemungkinan juga dikenakan kepada PPAT/PPAT Sementara. Seperti yang

dijelaskan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

>’ Ibid, him. 71
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(KUHPer), bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian
kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan
kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.*®

Dalam membuat suatu-akta, PPAT diberi wewenang untuk menuangkan
semua perbuatan dan perjanjian yang dikehendaki oleh para pihak atau
pihakpihak yang sengaja -datang:-kehadapan PPAT untuk mengkonstatir
keteranganketerangan tersebut dalam suatu akta otentik, dalam membuat akta
tersebut PPAT wajib memenuhi semua ketentuan-ketentuan dalam Peraturan
Jabatan PPAT serta ketentuan yang berkaitan dengan pendaftaran tanah.
Kewajiban untuk memenuhi semua ketentuan dalam membuat akta peralihan
hak atas tanah berlaku juga untuk Camat selaku PPAT Sementara hanya saja
akta yang dibuatnya bukan sebagai akta otentik melainkan sebagai akta di
bawah tangan karena menyangkut dengan kewenangannya sebagai pejabat
umum vyang tidak sah. Oleh karena kewenangan camat sebagai PPAT
Sementara adalah tidak memenuhi syarat pengangkatan sebagai pejabat umum
maka terhadap “akta yang dibuat oleh camat akan kehilangan sifat
keotentikannya tetapi sebagai akta dibawah tangan, akta tersebut tetap sah dan
mengikat. Dalam Pasal 1869 KUHPerdata menentukan bahwa suatu akta tidak
memiliki akta otentik dan hanya memiliki kekuatan pembuktian di bawah

tangan dalam hal : *°

% Irwansyah Lubis, Sabir Alwy, Profesi Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Mitra Wacana
Media, Bandung, 2018, Hal.28

> N.G Yudara, Pokok-pokok Kajian Bahasan di Seputar Kedudukan Akta PPAT Sebagai Alat
Bukti Tertulis yang Otentik, Jakarta ; Prestasi Pustaka Publisher, 2006, hal.64-65
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1) Pejabat umum tidak berwenang untuk membuat akta tersebut;
2) Pejabat umum tidak mampu atau tidak cakap untuk membuat akta tersebut;
3) Cacat dalam bentuknya.

Pasal di atas mengandung arti bahwa+apabila suatu akta di buat oleh
pejabat yang tidak mempunyai kewenangan yang sah untuk itu dan di buat
dalam bentuk yang cacat,~maka, akia /tersebut akan mempunyai kekuatan
sebagai akta dibawah tangan sepanjang akta tersebut ditandatangani oleh para
pihak. Camat sebagai PPAT Sementara tidak dapat dimintakan pertanggung
jawabannya apabila akta yang dibuatnya menjadi akta di bawah tangan jika
menyangkut tentang kewenangannya sebagai pejabat umum, tetapi apabila akta
yang dibuat-oleh camat sebagai PPAT Sementara menimbulkan kerugian bagi
para pihak akibat dari cacat dari bentuknya, barulah camat tersebut dapat
dimintakan pertanggung jawabannya.

Dalam praktik, apabila akta jual beli tanah yang dibuat PPAT dan PPAT
Sementara terdapat kasus tentang data palsu, PPAT dan PPAT Sementara yang
bersangkutan tidak mau terlibat lebih jauh dalam kasus tersebut hanya bersedia
memberikan kesaksiannya tentang akta yang dia buat sesuai dengan keterangan
yang diberikan oleh para pihak, karena PPAT dan PPAT Sementara
menganggap bahwa dirinya bukanlah pihak yang berwenang untuk melakukan
penyidikan atas kebenaran dan keaslian dari identitas penghadap, jadi PPAT
dan PPAT Sementara yang bersangkutan tidak mau disalahkan dalam kasus
tersebut. Tindakan PPAT atau PPAT Sementara yang bersangkutan tersebut,

dilakukannya demi menjaga nama baik dan pekerjaanya.
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PPAT dalam melaksanakan kewenangannya membuat akta peralihan hak
atas tanah apabila melanggar ketentuan-ketentuan yang dalam Peraturan

Jabatan PPAT akan dikenakan sanksi administratif seperti yang ditentukan

Tahun.200 o, PPAT sebagai pejabat
QB‘-‘“ ..$ :

i " ntuk sanksi
r

ataupun

2. Dalam hal diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya dengan alasan: a.
PPAT tersebut melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan
sebagai PPAT yang meliputi :

1) Membantu melakukan pemufakatan jahat yang mengakibatkan sengketa

atau konflik pertanahan

2) Melakukan pembuatan akta sebagai pemufakatan jahat yang
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mengakibatkan sengketa atau konflik pertanahan
3) Melakukan pembuatan akta di luar daerah kerjanya

4) Memberikan keterangan yang tidak benar di dalam akta yang

dengan
tanggung j@ G DE g ingga dapat
melaksanaka igasnya de siap untuk

maupun yang

PPAT Sementara tidak mengetahui secara pribadi mengenai hal tersebut, PPAT
atau PPAT Sementara dapat mencari kesaksian dari saksi-saksi yang
disyaratkan dalam pembuatan akta.®

Pelaksanaan pemberian sanksi merupakan suatu keputusan ataupun

ketetapan yang memberi beban kepada PPAT, karena tindakan pemerintah ini

% Ibid, hlm. 52
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harus di dasari dengan kecermatan juga keseimbangan. Selain itu badan tata
usaha negara harus lebih teliti dalam menetapkan apakah seseorang telah
melakukan kelalaian, sehingga pelaksanaannya harus mementingkan semua
pihak dan untuk  lebih berhati-hati lagi= Hal ini bertujuan agar dapat
menjalankan tugasnya dengan baik dan benar juga harus sesuai dengan
peraturan-peraturan yang._.tertulis\ yang/ telah dibuat dan dilandasi dengan
prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik.

PPAT yang terkena permasalahan hukum hendaknya berkordinasi
dengan organisasai maupun dengan rekan PPAT untuk menghadapi
langkahlangkah yang dilakukan pada saat penyidikan agar tidak salah
bertindak, mamun kebanyakan PPAT langsung bertindak sendiri dengan
menggunakan pengacara, tanpa berkonsultasi dengan organisasi maupun rekan
PPAT, seringkali PPAT ysyang berurusan dengan penyidik menjadi terganggu
dengan kinerjanya, terlebih apabila permasalahan hukum tersebut dimuat
media massa hal ini sangat mengganggu kinerja PPAT tersebut, sehingga
meningkatkan integritas dan perlindungan anggota, sehingga diharapkan
kedepan pendampingan dan advice yang.diberikan kepada PPAT yang terkena
permasalahan hukum bisa lebih maksimal dan terarah.

Upaya saat ini yang tengah dilakukan urgensi dalam pengaturan
perlindungan hukum kepada PPAT adalah Kementerian Agraria dan Tata
Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) bersama dengan lkatan
Pejabat Pembuat Akta Tanah Pusat (IPPAT Pusat) mulai intens membahas

kemungkinan dibentuknya Majelis Pengawas untuk profesi Pejabat Pembuat
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Akta Tanah (PPAT).
Draf rancangan perjanjian kerjasama (PKS) mengenai Majelis Pengawas

telah dimasukan kepada Kementerian ATR/BPN, Kedepannya tidak menutup

dengan Keme R/BF ; 1 majelis pengawas

akan di dua , bagai anggotanya,
diharap : 3 ) hih am ama a terlindungi oleh
organisasil, .se " adaan " i cananya akan

dipayung an perjanj sama R/BPN dengan

(Permenkumham) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris,
Telah terbitnya aturan tersebut, penegak hukum tidak bisa asal lakukan
pemanggilan terhadap notaris sebelum mendapat persetujuan Majelis
Kehormatan Notaris Wilayah (MKN Wilayah) untuk kepentingan penyidikan

dan proses peradilan atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan

®! Wawancara Dengan PPAT Di wilayah Hukum Kabupaten Indragiri Hilir 21 Desember 2021.
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notaris dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris.

. Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Proses

Balik Nama Di Kabupaten Indragiri Hilir

a pribadi atas

ang dibutuhkan

ertifikat sampai

sengaja dan diperkirakan de uan menimbulkan kerugian. Agar
perbuatan hukum yang hendak dilakukan sah maka Pejabat Pembuat Akta
Tanah bertanggung jawab memastikan persyaratan dari perbuatan yang
bersangkutan. Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, Pejabat Pembuat
Akta Tanah dapat menolak pembuatan akta jika terdapat alasan yang sah untuk

itu.
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Pejabat Pembuat Akta Tanah memiliki tanggung jawab secara formil
yang dapat disimpulkan dari ketentuan peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 1 Tahun 2006 Pasal 54 yang menyatakan bahwa Pejabat
Pembuat Akta: Tanah dilarang dalam. .aktanya mencantumkan menurut
keterangan penghadap kecuali berdasarkan data formil. Dengan demikian,
Pejabat Pembuat Akta Tanaherwenang menolak pembuatan akta, yang tidak
didasari data formil.

Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan perpanjangan tangan dari Badan
Pertanahan Nasional karena tugasnya ialah bersifat membantu Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan
yang fokus-kepada syarat formil pendaftaran di Kantor.Pertanahan yaitu
dengan membuat akta yang berkaitan dengan hak atas tanah dan/atau hak milik
atas satuan rumah susun.-Namun, dewasa ini sering kali Pejabat Pembuat Akta
Tanah melaksanakan tugas pembuatan akta melanggar ketentuan perundang-
undangan dalam kasus ini adalah kesalahan PPAT didalam pengurusan SHM.
Kewenangan dan kewajiban tersebut haruslah. didasarkan pada perbuatan
hukum yang benar-benar-terjadi dan tidak.melanggar undang-undang.

Pemindahan Hak Karena Pembagian Hak Bersama Pemindahan Hak
Karena Pembagian Hak Bersama merupakan balik nama diantara pemegang
sertipikat hak bersama kepada satu orang atau lebih, dengan didaftarkan oleh
Pejabat Pembuat Akta Tanah yang membuat akta pembagian hak bersama,
kepada kepala kantor pertanahan Kota Jambi melalui prosedur perolehan

sertipikat hak atas tanah dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
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a. Surat Permohonan

b. Surat pengantar pendaftaran akta pembagian hak bersama dari PPAT

c. Akta Pembagian Hak Bersama (APHB)

lisertai surat

seorang Pejal mbug : ' erhati-hati dalam
menjalank i_jabata arena pada saa ang dimana tingkat
kebutuhan masy .‘ jabat at Akta Tanah semakin
L

meningkat, ,‘ G

Pembuat Akta Q‘ nentin termasuk melakukan
tindakan-tindakan yang . : ' ejabat Pembuat Akta Tanah
untuk kepentingan yang melanggar hukum. Untuk itu sangat dibutuhkan
ketelitian dan pemahaman ilmu yang luas bagi seorang Pejabat Pembuat Akta
Tanah, karena seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah yang lalai dan melanggar
ketentuan-ketentuan yang telah diatur dapat dikenakan sanksi maupun tuntutan

yang berakibat terhadap jabatan dan nama baiknya.
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1. Pertanggungjawaban PPAT Secara Perdata

Pertanggung jawaban PPAT secara perdata terkait dengan kesenjangan,

kealpaan dan/atau kelalaiannya dalam pembuatan akta jual beli yang

kepada PPAT jika perbuatan yang dilakukan menimbulkan kerugian, dan
secara normatif tunduk pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata.
Namun apabila dalam pelaksanaan tugas dan jabatan akta mengandung

cacat hukum, yang kemudian oleh suatu putusan pengadilan dinyatakan

62 Sihombing ,Sistem Hukum Ppat Dalam Hukum Tanah Indonesia, Akademik, jakarta,
2014,hal.76

% Ibid, him. 81
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tidak otentik, karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga
kekuatan akta hanya dibawah tangan, dan akan mengakibatkan kesulitan

bagi pihak-pihak atau orang yang berhak atas akta untuk melaksanakan

PPAT telah
i sebagai suatu
sedur pembuatan

dilalui dalam

atas akta yang dibuatnya apabila PPAT bersangkutan telah melakukan
tugasnya sesuai dengan prosedur sebagaimana yang diatur dalam peraturan
Perundang-undangan., yang terkait dengan PPAT, PJPPAT, Kode etik
PPAT, dan PerkaBPN. Hal ini dilegitimasi dalam Pasal 266 KUHP, dimana
seorang PPAT tidak bisa dikenakan pidana atas dasar Pasal 266 KUHP

apabila ia telah menjalankan tugasnya dengan benar.
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Posisi PPAT dalam hal ini adalah orang yang hanya disuruh (manus
ministra) dan dalam kontek pembuatan akta jual beli hanya merupakan

media (alat) untuk lahirnya suatu akta otentik, sedangkan inisiatif timbul

i PPAT adalah pihak

‘ “““‘ .*& orang PPAT
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A. Kesimpulan

BAB IV
PENUTUP

tersebut dapat

pidana penjara

kelalaiannya dalam pembuatan akta jual beli yang menyimpang dari syarat
formal dan materiil, Sanksi perdata dijatuhkan kepada PPAT jika perbuatan
yang dilakukan menimbulkan kerugian, dan secara normatif tunduk pada
ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dan juga Penjatuhan sanksi pidana dapat
dilakukan sepanjang PPAT telah membuat surat palsu atau memalsukan

akta dengan kualifikasi sebagai suatu tindak pidana. Syarat materiil dan
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syarat formil dari prosedur pembuatan akta PPAT merupakan aspek-aspek
formal yang harus dilalui dalam pembuatan akta jual beli tanah berkaitan

dengan tugas jabatan PPAT, Penjatuhan sanksi pidana dapat dilakukan

dalam Kitab

jika para pihak tidak persyaratan sesuai dengan yang
sebenarnya apa yang dijelaskan oleh PPAT.

2. Bagi seseorang yang akan berurusan dengan PPAT sebaiknya mencari
PPAT yang benar-benar dapat dipercayai tidak hanya karena harga
pengurusan murah atau diiming-imingi selesai dengan cepat, atau
memaksa PPAT untuk membantu menyelesaikan surat-surat tanah yang

ternyata surat-surat tanah tersebut sedang bermasalah dengan
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menjanjikan PPAT harga mahal hanya untuk membuat surat-surat yang

akan dipalsukan kebenarannya.
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